
 

BUPATI BULUNGAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

PERATURAN BUPATI BULUNGAN 

NOMOR 18 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  BULUNGAN, 

Menimbang :   bahwa untuk  memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu 

ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang   Nomor 27  Tahun 1959   tentang   

Penetapan      Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

SALINAN 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang Hibah 

Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun  2016 

tentang Pedoman PenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja 

Daerah TahunAnggaran 2017 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 875). 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun  2016 

tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 874)sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

125); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor  8 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan 

Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan 

Tahun 2017 Nomor 3), 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2017 

 

Pasal 1 

PenjabaranPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017, berjumlah Rp.1.238.394.989.471,70 dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Pendapatan Daerah : 

1. Semula   Rp.1.014.462.484.598,55  

2. Bertambah/(Berkurang)      (Rp.   8.115.115.228,45)  

 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.006.347.369.370,10 

b. Belanja : 

1. Semula   Rp.1.199.944.525.126,66  

2. Bertambah/(Berkurang)    Rp.  38.450.464.345,04  

 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.238.394.989.471,70 

 Surplus/(Defisit) setelah perubahan   (Rp.232.047.620.101,60) 

c. Pembiayaan : 

1. Penerimaan : 

1) Semula   Rp.185.482.040.528,11  

2) Bertambah/(Berkurang)    Rp.51.565.579.573,49  

Jumlah Penerimaan setelah perubahan   Rp.237.047.620.101,60 

 

2. Pengeluaran :  

1) Semula   Rp.        NIHIL  

2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.     5.000.000.000,00       

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan  Rp.5.000.000.000,00 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.232.047.620.101,60 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.           NIHIL 

 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

 

 



 4 

Pasal   3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal   4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

 

Pasal 6 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal44 Oktober 2017 

Oktober 20172017 

BUPATI BULUNGAN, 

 

ttd 

 

SUDJATI 

 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 4 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

 

 

ttd 

 

                      SYAFRIL 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 18 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 

 
 
 

JOTAM LS, SH. 
Pembina Tk.I / IVb  

Nip.196305061992031009 
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NO N A M A JABATAN PARAF 

1 IngkongAla, SE., M.Si WakilBupati  

2 Drs. Syafril Sekretaris Daerah  

3 Drs. Kornelis Elbaar, M.Si AsistenAdministrasiUmum  

4 P. Tumanggor, SE., MM  Kepala BPKAD  

5 Jotam L Sallata, SH, MM Kepala Bagian Hukum  

 

 


